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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa untuk mela ksanakan ketentuan Pa sal 4 ayat (5) 
Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentan g Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaha n 
Berbasis Akrua l, telah diteta pka n Peraturan Bupati Nomor 
55 Tahun 20 14 ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Daerah Ka bupaten Lampung Barat; 

IJ. bahwa sehubungan adanya perubahan peraturan yang 
mer..gat ur tentang Kebija kan Akuntans i Dae_rah, maka 
Peraturan Bupa ti Nomor 55 Tahun 2014 perlu direvisi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana .dimaksud 
dalam huruf a da n huruf b perlu meneta pkari Pera tura n 
Bu pat.i tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 
Ta hun 20 14 ten tang l<ebijaka n Akuntansi Pemerintah 
Daerah Ka bupaten Larnpung Barat; 

1. Unda ng- Undang Nomor 6 Tahun 1991 tenta ng 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 1 
Nomor 64, Tarnbahan Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3452); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta ng 
Penyelen ggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan N.epotism~ (Lembaran Nega ra 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Unda ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembara n Negara 

tentang 

Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

,' 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambal:ian Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

I • ) fl 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara · Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lenibaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126~ Tambahan• Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang­
U ndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Pera turan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171° Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 5340); 



10. Pera tu ran Peme1intah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia NoI_Tior 4576), 
sebagaimana tela h diubah dengan Peraturan Pemerinta h 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran .,. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan da~ Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor ' ' 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lem~aran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5272); 

1. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adm inistratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310}; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan B~~uan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara I<epublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diuba h beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 54 1); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

21. Peraturan Daera h Kabupaten Lampung Bai:at Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 
Tahun 2008 Nomor 8) ; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan da n Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lam pung Barat Tahun 2017 Nomor l); 
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MEMUTUSKl·.N: 

Menetapkan PERUBAHAN .. ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARA T. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 
55 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 Nomor 
55) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 31 dan angka 35 lampiran XV diubah, sehingga 
ketentuan lampiran XV sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
peraturan ini. 

2. Ketentuan dalam lampiran XVl diubah, sehingga ketentuan XVI 
sebagaimana tercantum dalarn lampiran II Peraturan ini. 

Pasal lI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aga r se tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

•- - ----4--.....a.-T a : 
;-r-------+·--1· 
-, I 

t~.=."·:G H !.I!~_._-+-..___, 

Diundangka n di Liwa 
pada tanggal 29 f)eS<i:n'7be.r 2017 

Pj. SEKRETARJS DAERAH 

A 

Ditetapkan di Liwa 
pad a tanggal Jg DtStmbr:( 201 7 

BERI A DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARATTAHUN 2017 NOMOR '10 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR ~~ TAHUN 2017 
TANGGAL 2:) D~':>t,nbtf 2017 

. :,· .· . xv~ ·· AKUNTANSI PIUTA-NG . . ' . . . . . . . . . . . . . . 

UMUM 
DEFINISI 

1. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sud u t pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dah memiliki karakteristik 
tersendiri baik dalam . pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. 

·•· 2. Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal m1 senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. 

3. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungk:inan tidak · dapat diterima pembayarannya .dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korpor:asi dan/atau entitas lain.Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan 
kualitas piutang. _! 

4 . Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan 
penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. 

KLASIFIKASI 
E:. Piu tang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya 

pill tang dibagi atas: 
a. Pungutan 

Piu tan g yang timbul dari peris tiwa pungutan, terdiri atas: 
• Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi; 
• Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kot8:,; 
• Piutang Retribusi; 
• Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya . 



b. Perikatan 

Piuta ng yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri· atas: 
• Pem berian Pinjaman; 
• Penjualan; 
• Kemitraan; 
• Pemberian fasilitas. 

c. Tran sfer antar fasilitas 
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar. pemerintahan, 
terd1ri atas : 
• Piutang Dana Bagi Hasil; 
• Piutang Dana Alokasi Umum; 
• Piutang Dana Alokasi Khusus ; 
• Piutang Dana Otonomi Khusus; 
• Piutang Transfer Lainnya ; 
• Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 
• Piutang Transfer Antar Daerah; 
• Piutang Kelebihan Transfer. 

d . Tuntutan gan ti kerugian daerah 
Piutang yang tirnbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, 
terdiri a tas: 
• Piutang yang timbul akibat Tuntuta n Ganti Kerugian Daerah 

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 
• Piutang ya ng timbul a kibat · Tun tutan Ganti Kerugian Daerah 

terhadap Ben dahara. 

6. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, 
Piutang antara lain dikla sifika sikansebagai beriku t: 
JENIS AKUN OBJEKAKUN 

I 

. Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah 

Piutang Retribusi 

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan 0aerah yang Dipisahkan 
Piutang Lain-Jain PAD yang Sah 
Piutang Trcu,.sfer Pemerintah Pusat 

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 

JENIS AKUN OBJEKAKUN - · 
Piu tang Trnnsfer Pemerintah Daerah Lamnya 
Piutang Pendapatan Lainnya 

Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 
Bagian Lancru- Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas 

l_. __ Lainnya : 

UangMuka " 

PENGAKUAN 
1. Piuta ng diakui saa t timbul kla im/ hak untuk rnenagih u ang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. 
2 . Piuta ng dapat diak ui ketika: 

a. diterbitkan surat. ketetapa n/dokumen yang sah; atau 
b. tclah d iterbitkan surat pena gihan dan telah dilaksanakan penagih an; a tau 



I f 

c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu penstiwa 

yang timbu1 dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan 
pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria: . 
a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan 

hak dan kewajiban secara jelas; 
b. Jumlah piutang dapat diukur; 
c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; 
d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan . 

4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH} Pajak dan Sumber Daya Alam 
dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan 
hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhimya suatu tahun anggaran. 
Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibaya rkan sampai dengan a khir tahtin anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pernerintah daerah yang 
bersangkutan. 

5. Piutang Dana Alok asi Umum (DAU) diakui a pabila akhir tahun 
anggara n masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan 
perbeda aan anta ra total alokasi DAU rnenurut Peraturan Presiden 
dengan realisasi pernbayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan , apabila Pemerintah Pusat 
mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. 

6 . P1utang Dana Alokasi Khusus (OAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim kla im pembayaran yang telah diverifikasi oleh 
Pcmerintah Pusat dar. telah ditetapkan jumlah difinitifnya> tetapi 
Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang 
yang diakui ole h Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. 

7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih 
diakui pada saat pemerintah daerah telah meng1nm klaim pembayaran kepada Pernerintah Pusat · yang belum rnelakukan 
pembayaran. 

8. Piutang transfer lainnya diakui apabila: 
a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila 

sampai dengan akhir tahun Pemerintah··Pusat belum menyalurkan 
seluruh pembayarannya> sisa ya ng belum ditransfer. akan menjadi 
hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; 

b. dalam haJ pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya 
tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu,: maka timbulnya hak tagih pada .saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pu.sat. 



9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil rea lisasi 
pajak dan h asil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang 
belum dibayar. Nila i definitif jumlah yang menjadi bagian 
kabupaten/ kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhimya 
ta hun angga ran. Secara nonnal tidak terjadi piutang apabila seluruh 
h a k bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi 
n1asih ada hak daerah y~ng belum dibayar sampai dengan akhir 
tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat 
sebagai hak untuk nienagih (piuta~g) bagi pemda yang 
bersangkutan. 

10. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar 
daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya 
transfer antar daerah. Piutang transfer antar dacrah dihitung 
berdasarkan basil rea lisasi pendapa tan yang bersangkutan yang 
menjadi hak/ bagian daerah penerima yang belu m dibayar. Apabila 
jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang 
menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir 
periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat 
diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangku tan. 

11. Piut.ang kelebihan tran sfer terjadi apabila dalam suatu tahun 
anggaran ada kelebihan transfer. Apabila· suatu entitas mengalami 
kelebihan transfer, maka entitas tersebu t wajib mengembalikan 
kelebihan transfer yang telah diterimanya. 

12. Sesuai dengan arah tran sfer, pihak yang mentransfer mempunya i 
kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan tra nsfer . 
Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat 
memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya. 

13. Peristiwa yang menimbulka n hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, 
ha rus didukung dengan bukti SK 
Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang 
menunjukkan ba hwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan}. SK 
Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan 
merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian 
tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti 
ker ugia n tersebut. Apabila penyelesaian TP /TOR terse but 
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru 
dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh 
instansi yang berwenang. 

PENGUKURAN 
14. Pengukuran piuta ng pendapatan A.dalah sebagai berikut: 

a . Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sa mpai dengan tanggal 
pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat 
ketetapan kurang bayar ya n g diterbitkan; a tau 

b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampa i dengan tanggal 
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan 
banding; a tau 



c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas 
keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. 

15. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan 
dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara 
umum u nsur utama piutang karena ketentuan peru.ndang-undangan 
ini adalah potens i pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena 
pendapata n yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh 
karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka 
jumlah piutang yang menja di hak pemerintah daerah sebesar nilai 
yang terca ntum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan. · 

16. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang 
yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut: 
a . Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pmJaman dinilai dengan jumlah yang 
dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa 
barang/jasa harus dinilai denga n nilai wajar pada tangga1 
pelaporan atas bara ng/jasa tersebut. Apabila dalam naskah 
perjanjian pinjaman dia tur mengenai kewajiban ounga, denda, 
commitment fee, dan/ atau biaya-biaya . pinjaman lainnya, maka 
pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, 
commitment f ee, dan/atau biaya-biaya 1ainnya pada periode 
berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode 
pelaporan. 

b. Penjualan 

Piutang dari penjualan dicatat sebesar n ilai sesuai naskah 
perjanjian penjualan yang teru.tang (belum dibayar} pada 
a khir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian 
dipersyaratkan adanya potongan pemb~yaran, maka nilai piutang 
harus dicatat sebesar nilai bersihnya. 

c. Kemitraan 

kemitraan dicatat berdasarkan 
dipersyaratkan dalam. naskah 

Piutang dari 
ketentuan yang 
kemitraan. 

d. Pemberian fasilitas/jasa 

ketentuan­
perjanjian 

Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan 
fasilitas a tau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir 
periode pelaporan, dikurangi dengan perilbayaran atau uang muka 
yang telah diterima. 

17 . Pengukuran Piutang transfer adalah sebagai berikut: 
a . Dana Bagi Hasil d icatat sebesar nilai yang belum diterima 

sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang 
ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; 

b. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, 
dalam ha1 terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah 
Pusat ke Pemerintah Daerah; 

c . Dana Alokasi Khusus dica tat sebesar k la irn yang telah diverifika si 
dan disetujui oleh Pemerintah Pusat . 



18. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 

dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut: 

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan 

ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah 

ditetapkan; 
· 

b. Disajikan sebaga.1 aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 

atas 12 bulan berikutnya. 

19. Pengukuran Berikutnya (Subsequent . Measuremen~ Terhadap 

Pengakuan Awal. 

20. Piu tang disajikan berdasarkan nilai :nominal tagihan yang belum 

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak 

tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan 

piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah 

dikurangi piutang yang dihapuskan. 

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN 

21. Pemberhentian penga kuan piutang selain pelunasan juga dikenal 

dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off} dan 

penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan 

dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan 

akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus 

diperlakukan secara terpisah 

22. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen , 

merupakan p roses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan 

pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakompta'l;Jel agar nilai 

piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable ualue­

nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih 

r ealistis ·dan ekuita s yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang 

tidak secara otomatis rnenghapus kegiatan penagihan piutang. 

PENERIMAAN TUNAI ATAS PIUTANG YANG TELAH 

DIHAPUSBUKUKAN 

23. Suatu piu tang ya n g telah diha pusbukukan, ada kemungkinan 

diterirna pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan ra sa 

tanggu ng jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piuta n g 

yang telah dihapusb ukuka n , ternyata di kemudian hari diterima 

pembayaran/pelun~sannya maka penerimaan tersebut dicatat 

sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan 

lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau · melalui akun 

Pcnerimaan Pem biayaan, te rgantung dari jenis piutang. 

PENILAIAN 

24. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net 

realizable value). 

25. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai 

nominal piutang dengan penyisihan piutang. 
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26. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk 

menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas 

piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur 

piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi 

piutang pada tanggal pelaporan. 

27. Dasar yang digunakan untuk me:t].ghitung penyisihan piutang adalah 

kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

dengan klasifikasi sebagai berikut: 

a. Kualitas Piutang Lancar; 

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; 

c. Kualitas Piutang Diragukan; 

d. Kualitas Piutang Macet. 

28. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapAt dipilah berdasarkan cara 

pemungut pajak yang terdiri dari: ' 

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan 

b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessmen~. 

29. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar 

Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Kualitas lancar, dengan kriteria: 

• Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

• Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 

• Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 

• Wajib Pajak likuid; clan/ atau 

• Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b . Kualitas Kurang Lancar, dcngan kriteria: 

• Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 

• Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 

• Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/ atau 

• Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. · 

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria: 

• Umur piutan g 3 sampai dengan 5 tahun; dan/a,tau 

• Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 

• Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 

dan/a tau 

• Wajib Pajak menga1ami kesulitan likuiditas. 

d . Kualitas Macet, dengan kriteria: 

• Umur piutang diatas 5 tahun; dan/ atau 

• Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 

• Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

• Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)'. 

30. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya 

ditetapkan oleh Kepala Oaerah ( official ass essment) dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria: 

• Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 



• Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 
• Wajib Pajak likuid; dan/atau. 
• Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding. 

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria: 
• Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 
• Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau 
• Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding. 

c. Kualitas Diragukan , dengan kriteria: 
• Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 
• Waj ib Pajak tidak kooperatif; dan/atau 
• Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas. 

d. Kualitas Macet, dengan kriteria: 
• Umur piutang ~iiatas 5 tahu n; dan/ atau 
• Wajib Pajak tidak ditemukan ; dan/ata u 
• Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 
• Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure) . 

3 1. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Lairinya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya dapa.t dipilah berdasarkan karakteristik sebagai . berikut: ·: 
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang O sampai dengan. J bulan; b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; 
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. 

32. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: 
a. Kualitas La.near, apabila belum dil~ukan pelunasan sampai dengan tanggaJ jatuh tempo yang ditetapkan; 
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat, Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; 
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan 
d . Kualitas Macf!t, a pabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 

33. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut: 

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak 
Tertagih 

-, 1. Lancar 0,5 % 
2. Kurang Lancar 10 % 
3. Diragukan 50% . •·· 

' ' 4 I 
~ --·· ! 

Macet 100% 



34. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar: 
a. Kualitas Lancar sebesar 0 ,5%; 
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 

piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai 
a gunan atau nilai barang sitaan ijika ada); 

c . Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan Uika ada}; dan 

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan k ualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai 
ba rang sitaan Uika ada). 

35 . Penyisiha n Piutang Tidak Tertagih untuk objek R.etribusi, Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain~lain PAD yang Sah, Trarlsfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya d itetapkan sebesar: · 
a. Kualitas La ncar sebesar 0. 5%; 
b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai 

a gunan atau nilai barang sitaan (jika ada); 
c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari 

piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangf dengan nilai 
agunan atau nilai barang sitaan Uika ada); dan 

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 
36. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain 

Retribusi, ditetapkan sebesar: .. 
a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari" Piutang dengan kualitas 

lancar; 
b. 10% (sepuluh perseratus) darr Piutang dengan kualitas kurang 

lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada}; 
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas 

diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang 
sitaan Uika ada); .dan 

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan 
Uika ada). 

37. Penyisihan dilakukan setiap akhir tahun tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.Pencatatan transa.ksi penyisihan Piutang dilakukan 
pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, 
maka dihitung nilai penyisihan piu tang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. · 

38. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkem.bangan kualitas piutang yang dimilikinya. 
Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap 
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat 
restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengal? saldo awal. 



PENYAJIAN 

39. Piutang disnjikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah. 

(dalatn rupiah 
:. : ~ 

. ,. .. 
NO URAIAN .·.: .. 

·2ox1 20X0 
.. . 

" 

··.,• ... 
'' 

, . 

" -1 ASET 
2 

3 ASET LANCAR 
4 

! Kas di Kas Daerah XXX XXX 
5 i Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX 

I 
6 ! 

Kas di Bendaha ra Penerimaan XXX XXX 
7 lnvestasi Jangka Pendek XXX XXX 

I 8 Piutang Pajak Daerah XXX XXX ' ! 
9 i Piutang Retribusi XXX XXX 
10 I Penyisihan Piu tang 

(XXX) (XXX) I 

11 Belanja Diba:y~r Dimuka XXX XXX 
Bagian Lan.car Pinjaman kepada Perusahanan 

j 12 Negara ·xxx XXX 
I Bagian Lancar Pinjaman kepada Pen1sahanan 13 Daerah XXX XXX 

14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerinta.h Pusat XXX XXX 
Bagiun Lancar Pinjaman kepada Pemerintah 

15 I Daerah Lainnya XXX XXX 
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX 
17 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX 
18 Piutang Lainnya XXX XXX 19 Persediaan XXX XXX 
20 Jumlah Aset Lancar (4 s/ d 19) XXX XXX --21 
22 INVESTASI JANGKA PANJANG 
23 Investasi Noi:ipermanen 
24 Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX 
25 Jnvestasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX 
26 lnvestasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX 
'27 Investasi Non·pcrrnancn Lainnya XXX XXX I ) 

! 28 ! ,Jumlah lnvestnsi Nonpermanen (23 s/d 27) XXX XXX 
:29 

i 

' 
30 lnvestasi Pe1manen 

I 31 Pcnyertaan Modal Pcmerintah Daerah XXX XX,X 
' 32 lnvcstasi Permancn Luinnya XXX XXX 
1 ! 
/ 

33 I Jumlah Invcst.asi Permanen l3 l s/ d 32) XXX XXX I 

34 ! Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 33) XXX XXX 35 I 
36 ASETTETAP 
37 Tanah XXX XXX 
38 Peralatan dan Mesin XXX XXX 
39 Gedung dan Bangunan XXX XXX 
40 J alan, Irigasi, dan J aringan XXX XXX 

1 ,A-1 Aset Tetap Lainnya XXX XXX 



I NO URAIAN 20Xl 20XO 

42 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX 
43 Akumulasi Penyusutan XXX XXX 
44 Jumlah Aset Tetap (37 s/d 43) XXX XXX 
45 
46 i DANA CADANGAN 
47 Dana Cadangan- XXX XXX 
48 Jumlah Dana Cadangan (4 7) XXX X.,'(){ --49 
50 ASET LAINNY A 
51 . Tagihan Penjualan Angsuran .. 
52. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX XXX 
53 · Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX 
54 Aset Tak Berwujud XXX XXX 
55 Aset Lain-Lain XXX XXX 
56 Jumlah Aset Lainnya (51 s/ d 55) XXX XXX 
57 
58 JUMLAH ASET {20+34+44+48+56) XXX XXX 

PENGUNGKAPAN 
40. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan 
Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: 
a . kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 

pengakuan dan pengukuran piutang; 
b . r in cian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui 

tingkat kolektibilitasnya; 
c. penjelasan atas penyelesaian piutang; 
d. jaminan a tau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tun tu tan 

ganti rugi / tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan 
piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui 
cara damai maupun pengadilan. 

41. Penghapusbukuan piutang harus diw.ngkapkan secara cukup 
clalam Cata tan a tas Laporan Keuangan agar lebih informatif. 
lnformasi yang per,lu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama 
debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan 
piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penje1asan 
lainnya yang dianggap perlu. 

BUPATI LAMPU 



LAMPIRAN 11 : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 2017 

: . . XVI. ·.- AKUNT_A·N.SI DANA" BERGULIR ' . 
o .• I • •♦ • • p ' 6 • • • 

PENDAHLTLUAN 

TUJUAN 

1. Tujuan kebijakan aku ntansi dana bergulir adalah untuk mengatur 
perlakuan a kuntansi untuk dana bergulir dan pengungkapan 
informasi penting lainnya yan g harus disajikan dalam laporan kcuangan. 

RUANG LINGKUP 

2. ini diterapkan dalam penyajian seluruh dana bergulir dalam laporan 
keuangan untuk tujuan umum yang disusun clan disajikan dengan 
basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas 
dana. Kebijakan ini diterapkan untuk pemerintah kabupaten 
Lampung Barat tidak termasuk perusahaan daerah. 

3. Kebijakan m1 mengatur perlakuan akuntansi _dana bergulir 
pemerintah kabupaten Lampung Barat yang meliputi definisi, 
mekanisme penyaluran, pengukuran, dan pen.gungkapan. 

KARAKTERISTIK DANA BERGULIR 
4. Dana bergulir memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah; 
b . Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan 

keuangan; 
c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); 
d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada 

masyarakat~ dan ditagih kembali dari masyarakat . dengan atau 
tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kepada 
masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); 

e. Pemerintah kabupaten Lampung Barat dapat menarik kembali 
dana bergulir; 

f. Pengembalian dana bergulir oleh penerima dana kepada satker 
pengelola dapat dilakukan dengan dua cara: 
l. Pembayaran secara cicilan; 
2 . Pembayaran sekaligus lunas. 



MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR 
5. Pengelolaan dana yang dipersepsikan sebagai dana. bergulir dapat 

dilakukan oleh 3 (tiga) institusi, yaitu: 
a . Satuan kerja biasa 
b . Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Sadan 

Layanan Umum Dacrah {BLUD) 
c. Institusi di luar sa tker pemerintah kabupaten Lampung Barat. 

6 . Mekanisme penyaluran dana bergulir oleh satker biasa 
a . Satker biasa meru paka n satker di lingkungan pemerintah 

kabu paten Lampung Barat yan g mengelola keuangan daerah 
sesua i dengan ketentuan APBD. 

b. Karakteristik satker biasa anta ra lain adalah satker tersebut harus 
menyetor pendapata n ya ng diterima oleh satker secepatnya ke 
Rekening Kas Umum Daerah dan tidak boleh mengelola kas. 

c. ,Jika dana dikelola oleh satker biasa , satker menarik dana dari 
Rekening Kas Um um Daerah, dengan atau tanpa lembaga 
peran tara., untuk d iteruskan kepada masyarakat. S atker menagih 
kembali dana tersebut dari masyarakat, untuk langsung disetor ke 
Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker 
biasa tidak boleh mempunyai saldo . kas. J ika .dana tersebut 
hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus 
mencantumkannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran (RKA 
dan DPA). 

d . Dana yang digulirkan oleh satker biasa tidak memenuhi 
karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan pada definisi di 
atas. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang, 
pengeluaran untuk dana tersebut dialokasikan sebagai 
Pengeluaran Pembiayaan. 

e. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun. 2003 tentang Keuangan 
Negara, yang menyatakan banwa transaksi pembiayaan hanya 
berada di BUD, mka satker yang boleh menyalurkan dana bergulir 
adalah sat ker di bawah BUD. 

f. Dalam rangka operasional dan pengawasan, · BUD dapat 
membentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUD di SKPD. KPA 
tersebut berfungsi sebagai e~titas akuntansi yang mempunyai 
kewajiban secara periodik untuk menyampaikan Laporan 
Keuangan yang berisikan transaksi dana kepada BUD yang 
berfungsi sebagai entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan. 

7 . Mekanisme penyaluran dana bergulir oleh BLUD 
a. BLUD merupakan satuan kerja di lingkungan pemerintah 

kabupaten Lampung Barat yang · diberikan fleksibilitas dalam 
· pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 68 dan 69 Undang­
Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara an Negara, 
yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 6 1 Tahun 2007 tentng Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah. 

b. Sesuai dengan ketentuan di atas, BLUD diberikan fleksibilitas 
dalarn pengelolaan keuangan antara lain dapat mengelola langsung 
pendapata n tan pa menyetor terlebih dahulu ke · Rekening Kas 
Umum Daerah dan dapat mengelola kas. 
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c. Jika dana bergulir tersebut dikelola oleh BLUD, BLUD menarik 
dana bergulir dari rekening Kas Uinum Daerah, dengan atau tanpa 

_ lembaga perantara, untuk diteruskan ~epada masyarakat. BLUD 
menagih kembali dana bergulir tersebut dari masyarakat untuk 
digulirkan kembali tanpa perlu memasukkan dalam DPA. BLUD 
mengelola kas yang diperoleh dari APBD maupun dari penagih 
kemba1i dana bergulir. 

8. Mekanisme penyaluran dana bergulir oleh institusi di luar satker 
a . Pemerintah kabupaten Lampung Barat dapat juga menggunakan 

lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk rrtengelola dana 
bergulir, misalnya BUMD di bidang pembiayaan. 

b. Pemerintah kabupaten Lampung Barat mengeluarkan sejumlah 
dana kepada lembaga tersebut untuk di.kelola dengan dana 
bergulir. Dana terse but masih dimiliki oleh pemerin tah. 
Pemerintah kabupaten Lampung Barat melakukan monitoring 
perkembangan dana dan melaporkannya dalam Lapoi"an Keuangan 
pemerintah sebagai Dana Bergulir. 

c. Pengeluaran untuk dana bergulir tersebut akan dialokasikan 
sebagai Pengeluaran Pembiayaan. 

d. Dana bergulir yang akan dibahas lebih lanjut dalam Kebijakan 
Akuntansi ini adalah dana bergulir yang dikelola oleh Satuan kerja 
yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan utyanan Umum 
Daerah (BLUD). 

PENGAKUAN 
9. Pengeluaran pembiayaan untuk merealisasikan dana bergulir diakui 

saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D~LS} 
Pengeluaran Pembiayaan. 

10. Dana yang diperseps-ikan sebagai dana bergulir dan disalurkan. oleh 
pemerintah kabupaten Lampung Barat ke masyarakat dalam rangka 
perkuatan modal atau meningkatkan ketnampuan ekonomi dapat 
di kelompokkan sebagai Piutang. 

11. Piutang dana bergulir diakui bersamaan dengan pengakuan 
pengeluaran pembiayaan . Pengakuan piutang dana bergulir 
di lakukan dengan pencatatan jumal korolari piutang. 

12. Piutang tersebut dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau 
investasi jangka panjang tergantung dari jatuh temponya. Jika 
piutang tersebut mempunyai jatuh tempo paling lama 12 bulan maka 
piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar, jikajatuh tempo 
piu tang lebih dari 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokka.n 
sebaga i investasi jangka panjang. 

13. Dana bergulir yang ditarik kembali dari masyarakat terdiri dari dua 
unsur, yaitu dana yang berasal dari pmJam~n pokok dan 
pendapatan . Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi hasi1. 

14. Saat menerima pengembalian dana bergulir dari masyarakat, satker 
pengelola harus dapat memisahkan nilai yang merupakan cicilan 
pokok pinjaman dengan nilai pendapatan. 

15. Pembayaran yang merupakan cicilan pokdk pinjaman diakui sebagai 
pengurang piutang atau investasi jangka panjang. 
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16. Nilai yang merupakan pendapatan bunga atau bagi hasil diakui 
sebagai pendapata n. 

PENGUKURAN 
17. Pada saat penyaluran pertama kali dana bergulir dicatat sebesar 

harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan. 
18. Secara periodik pemerintah kabupaten Lampung Barat harus 

melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehir~.gga nilai Dana 
Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan (net realizable value). 

19. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker 
pengelola dana bergulir melakukan penatausahan dana bergulir 
sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). 

20. Berdasarkan aging schedule tersebut, akan diketahui jumlah dana 
bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang 
masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang 
dapat ditagih. 

21. Akun lawan ( contra accounrj dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih 
adalah Diinvestasikan Dalani Investasi Jangka Panjang. 

PENILAIAN 
22. Dana bergulir disajikan sebesar nilru bersih yang dapat direa lisasikan 

(Net realizable value). 

23. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai 
nominal piutang pokok dan bunga dana bergulir dengan penyisihan 
piutang pokok dan bunga dana bergulir. 

24. Dasar yang digunakan untuk mcnghitung penyisihan piutang adalah 
ku a litas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 5 (lima) 
dengan klasifikasi sebagai berikut: 
a. Kualitas Piutang Lancar 
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar 
c . Kualitas Piutang Diragukan 
d. Kualitas Piutang Macet 
e. Kualitas Piutang Bermasalah 

25 . Penggolongan kualitas piutang pokok dan bunga · dana bergulir 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. Kuahtas Piutang Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran 

pokok dan jasa. pinjaman tepat waktu atau tidak melampaui 
tanggal jatuh tempo sesua dengan perjanjian yang telah 
disepakati; 

b. lS:ualitas Kurang Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran 
pokok dan jasa pinjaman t.elah melampaui jatuh tempo, atau tidak 
melampaui 3{tiga) kali pembayaran angsuran secara berturut-turut 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; 

c. Kualitas Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok 
clan jasa pinjaman lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut­
tu rut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar 
angsuran secara berturut-turut sesuai perjanjian yang telah 
disepakati; 



d. Kualitas Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan 
jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran 
secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali 
tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan 

· perjanjian yang telah disepakati; dan 
e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran 

pokok dan jasa pinjaman yang telah. melampaui jatuh tempo 
seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

26. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pokok dan jasa dana 
bergulir pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut: 

No_j Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih J 
. 5,00 % i 1. Lancar 

2. Kurang Lancar 10,00 % 
I 3. Diragukan 50,00 % ' 

4. 
,---~--- Macet 100,00 % 

5. Bermasalah 100,00 % 

PENYAJIAN 
27. Dana Bergulir disajikan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang- Investasi Non 
Permanen sebesar nilai bersih, dan Piutang Bunga atas pengguliran 
dana disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar yaitu Piutang lain­
lain PAD yang sah dan Penyisihan Piutang Pendapatan. Berikut 
adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah. 
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